
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang :

PERATURAI{ GUBERT{UR SUMATERA UTARA

]{OMOR 2-* TAHUI{ 2011

TENTANG

PETUNSUK PEIAKSANAATI PEMUI{GUTAI{
PATAK BAHAI{ BAKAR KENDARA'IN BERMOTOR

DI PROVINSI SUTTIATERA UTARA

DETIGAN RAH]IIAT TUHAN YAT{G IIIAHA ESA,

GUBERI{UR SUUATERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1 Tahun ?Afi tentang Pajak Daerah

Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah dimaksud khususnya menyangkut Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
di Provinsi Sumatera Utara;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomar 64, Tambahan Lembaran
Negan Republik Indonesia Nomor 1103);

Z. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun

1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686) sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. UndangrUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadlan Paiak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A02 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ag4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4B+4) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

UndangrUndang Nomor 4 Tahun 2009 tenbng Pertambangan
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

UndangrUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang lenis Pajak

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

ll,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

5.

7.

8.

9.



14. Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor B,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

l5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAI€ANAAN
PEMUNGUTAT{
BERMOTOR

PA'AK BAHAN BAKAR KE]TDARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur. ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera
Utara;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi

Sumatera Utara;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebuf PBB-KB adalah PaFk atas peng-gunaan Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor;

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpaiakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-unda nga n Perpajaka n Daerah ;

7. Pajak yang terutang adatah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;



8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut
SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajalq Objek
pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan
kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah;

9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD
adalah buKi pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk Kepala Daerah;

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang fuyar, yang selanjutnya
disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kedit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

11. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

BAB II
OB'EK DAI{ SUB'EK PA'AK

Pasal 2

(l) Objek Pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
disediakan atau di anggap digunakan Kendaraan Bermotor
termasuk Bahan Bakar yang digunakan Kendaraan di atas air;

g Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah semua jenis Bahan Bakar Cair dan Gas yang
digunakan untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara lain:
Premium, Solar, Peftamax, dan Bahan Bakar Gas.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau Konsumen
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;

Q Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang
pribadi atau Badan sebagai penyedia Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan diatas air;

(3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan
oleh pnyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;



(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen
dan/atau Importir Bahan Bakar baik untuk dijual ataupun untuk
digunakan sendiri antara lain : PERTAMIN& PT. PAN (Petro
Andalan Nusantara), PT. AKR (Aneka Kimia Raya) dan
PETRONAS (Petronas Niaga Indonesia) dan PT. APH( INDO
PACIFIC.

BAB III
WII.AYAH PETIIUNGUTAN

Pasal 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah Provinsi
Sumatera Utara.

BAB IV
DASAR PENGEI|AAil, TARrF DAl{ CARA PER}rrrUt{GAN PATAK

Pasal 5

(l) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
adalah NilaiJual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

(3) Setiap terjadi perubahan harga Jual Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Wajib Pajak segera melaporkan kepada Gubernur
atau Pejabat yang berwenang;

(4) Dalam hal Pembelian Bahan Bakar yang digunakan untuk
mendukung kegiatan pada Sektor Industri, Usaha
Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Usaha Transpoftasi dan
KontraKor Jalan dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sebagai berikut :

a. PBB-KB untuk SeKor Industri dipungut sebesar L7,L7olo
(tujuh belas koma tujuh belas persen) darijumlah pembelian
bahan bakar.

b. PBB-KB untuk Usaha Pertambangan, Kehutanan dan
Perkebunan dipungut sebesar 90o/o (sembilan puluh persen)
darijumlah pembelian bahan bakar.

c. PBB-KB untuk Usaha Transpoftasi dan Kontraktor Jalan
dipungut 100o/o (seratus persen).

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan
sebesar 10o/o (sepuluh persen);



(2\ Dalam hal terjadi perubahdn tarif yang dilakukan Pemerintah
maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan
dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 7

Besarnya Pokok Pajak terutang dengan cara mengkalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
$fiASA PAJAI(, SFTPD Dflil SAAT PATAK TERUTAIiG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waKu yang lamanya sma dengan 1 (satu)
bulan kalender.

Pasal 9

(1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan
menyampaikan SPTPD setiap bulannya kepada Dinas

Pendapatan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya;

g SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan
jelas, hnar dan lengkap sefta ditanda tangani oleh Wajib Pajak

atau kuasanya, dengan melampirkan rekapitulasi hasil
penyaluran bahan bakar kepada penyalur dan/atau konsumen
langsung;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat sebagai Wajib Pajak.

b. Jenis bahan bakar, harga jual, jumlah bahan bakar yang

diserahkan Wajib Pajak kepada penyalur dan/atau konsumen
langsung.

c. Wilayah penyaluran bahan bakar.
d. Ternrasuk Koreksi data atas laporan bulanan sebelumnla

disertai data pendukung lainnYa.
e. lumlah ketetapan Pajak yang harus disetorkan Wajib Pajak.

Pasal 10

(l) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang pada saat
penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menerbitkan dan

menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran barang (Delivery

order) Bahan Bakar Kendaraan Bermokrr kepada Lembaga

Penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar;



(2) Lembaga Penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah SPBU
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBA (Stasiun Pengisian
Bahan Bakar ABRI/POLRI), AMPS (Agen Premium dan Minyak Solar),
PSPD (Premium Solar Packed Dealer), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Bunker) dan SPBG (Stasiun Bahan Bakar Gas).

BAB VI
PENYETORAN PA'AK

Pasal 11

(1) Ketetapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menghitung
pajak sendiri (Self Assement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;

(2) Berdasarkan Ketetapan tersebut, Wajib Pajak menyetorkan hasil
pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan
menggunakan SSPD ke Rekening Kas Daerah AC 623 pada Bank
Sumut, pada setiap tanggal 25 bulan berikutnya.

(3) Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas, dalam hal jatuh
tempo penyetoran pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan
Wajib Pajak pada hari kerja berikutnya;

(4) SSPD tersebut harus disampaikan ke Dinas Pendapabn.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHA]I PA'AK

Pasal 12

(l) Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar
sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD. lika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi
sarana penagihan;

(2) Dalam jangka waktu 5 (!ima) tahun sesudah saat terutangnya pajalq
Gubemur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gr:bemur dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran ;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan ;

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang;



c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sma besarnya dengan
jumlah kedit pajak atau pajak tidak terutang dan Udak ada kedit
pajak.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o ( dua persen ) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau tedambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
administraUf berupa kenaikan sebesar 100o/o ( seratus persen ) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika
wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan;

(7) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagiamana dimaksud
pada ayat (2) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25o/o ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2olo (dua
pemen) sebulan dihitung dari pajak yang kur:ang atau terlambat
dibayar rrntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB \fIII
KEBERATAN DAl{ BA]TDI]IG

Pasal 13

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubemur atau
Pejabat yang berwenang atas suatu penetapan dalam SKPDKB atau
SKPDKBT;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
diseftai alasan dan buktiyang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga )
bulan sejak tanggal SKPDKB atau SKPDKBT;

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Pajak;

(5) Gubemur atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waKu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberikan putusan atas keberatan yang diajukan;

(6) Apabila lewat jangka waku sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Gubernur atau Pejabat yang berwenang tidak memberi
keprrhsan, keberat-a n yang diajuka n tersebut dianggp diterima.



Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding,hanya
kepada Badan Pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai
keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang
berwenang;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secrlra tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang
jelas dalam jangka waKu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima;

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak;

(4) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebahagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB dan ditambah
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) perbulan untuk jangka
waKu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX
PE lt| BETU I-AN, PE M BATAIIil, PENGU RAl{ GAN KETETAPAI{

DA]I PENGHAPUSAN ATAU PE]IGURA]{GA]I SAI{KSI
ADUINISTRASI

Pasal 15

(l) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena labatannya Gubernur
atau Pejabat yang berwenang dapat membetulkan SKPDKB atau
SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung atau kekeliruan dalam Penerapan
Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah;

(2) Gubernur atau Pejabat yang berwenang karena Jabatannya
dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanski adminis?asi
b. menguftlngkan atau membatalkan SKPDKB atau SKPDKBT

(3) Tata cara pernbatalan aLau Bengurangan pajak dan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBI}IAN PA'AK

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapet meng,+juken Perm*hon*n Pcng*mb*!iar':
Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Gubernur atau Pejabat
yang berwenang;



(2) Tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KEDALUWARSA

Pasal 17

(l) Hak untuk Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampui waKu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah;

(2J Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena
kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEI{ATA USAHAAI{

Pasal 18

(l) Formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PBBKB adalah

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD dan formulir lainnya yang

berkaitan dengan pelaporan dan pengadministrasian PBBKB;

(2) Tata cara pengisian dan penyampain formulir sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini lebih lanjut akan diatur oleh Kepala

Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

BAB XIII

I]TSENTIF PE}IUNGUTAil

Pasal 19

(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat

diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2) Tata cara pemberian Insentif dima$ud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah.



BAB XIV

BAGI HASIL PAIAK

Pasal 2O

(1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar 7Ao/a (tujuh puluh persen) setelah
dikurangi insentif pemungutan;

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar
30olo (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar
70olo (tujuh puluh persn) berdasarkan potensi;

(3) Penetapan aspek potensi/pemerataan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di atur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur;

(4) Alokasi bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota ditetapkan
setiap triwulan atas realisasi penerimaan, diatur dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB )N'

PEMBIilAAN DAI{ PE]IGAWASAN

Pasal 21

(1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan PBBKB dilakukan oleh

Dinas Pendapatan ;

(2) Untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Pemungutan PBBKB

dibentuk tim Koordinasi antara Instansi terkaiU

(3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pemungutan PB&KB kepada

Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI'I

KETET{TUAN PERATIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat
teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



EAB XIfiI
KETEf{TUAT{ PET{UTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Ditetapkan di ifedan
pada tanggal I April 2011

Plt. GUBERT{UR SUilATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO T{UGROHO

ilH',lx'Jsl 
diffif' 

rur'

PIt. SEKRETARJS

H. RACHMA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMARA/


